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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1871/MENKES/PER/IX/2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
339/MENKES/PER/V/1989 TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang
Gigi hanya diberlakukan untuk pembaruan izin
Tukang Gigi yang telah memiliki izin berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan
Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi:

b. bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
berwenang, dan bukan merupakan kewenangan
tukang gigi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang
Gigi;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 339/MENKES/PER/V/1989 TENTANG
PEKERJAAN TUKANG GIGI.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang
Pekerjaan Tukang Gigi dan petunjuk pelaksanaannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

(1) Tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989
Tentang Pekerjaan Tukang Gigi masih dapat menjalankan
pekerjaannya sebagai Tukang Gigi sampai berlakunya Peraturan ini
dan/atau habis masa berlaku izin yang bersangkutan, dan tidak
dapat diperpanjang kembali.

(2) Kewenangan pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. membuat sebagian/seluruh gigi tiruan lepasan dari akrilik; dan

b. memasang gigi tiruan lepasan.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas harus membina Tukang Gigi yang
telah melakukan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 dalam rangka perlindungan kepada
masyarakat.
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Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
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